WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
agar tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, perlu mengubah Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial,

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967),

3. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak
yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887),

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
913);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan
Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 27);

11. Peraturan ...



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

-3-

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor
11)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun
2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun
2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun
2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor
16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasall...



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 febran’ 2e0

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAHRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 4



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran Anggaran dana Bantuan Sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Febaan' 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHA ENO PRASETYO



